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ABSTRAK 
Secara umum terlihat bahwa pelaksanaan koordinasi pemerintah desa khususnya 
kepala dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di desa sangat 
penting agar pencapaian sasaran pembangunan secara menyeluruhdapat terwujud. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Koordinasi Pemerintah 
Desa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Metode Penelitian 
ini adalah kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan 
bahwa dalam proses penyusunan RKPDes Desa Manumutin Silole berjalan sesuai 
ketentuan/peraturan pemerintah yakni yang menjadi rujukan penyusunan RKPDes adalah 
hasil musyawarah desa dan koordinasi vertikal yang dibangun oleh pemerintah Desa 
Manumutin Silole juga cukup baik yakni semua elemen yang berkepentingkan di desa 
dilibatkan dalam proses penyusunan RKPDes. Adanya koordinasi horizontal yang baik 
antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan 
RKPDes Tahun 2018 dan koordinasi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dimana RKPDes yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMDes yang 
merupakan kumpulan aspirasi masyarakat saat pelaksanaan musyawarah desa. 
 
Kata kunci: Koordinasi, Pemerintah Desa, RKPDes 
 
ABSTRACT 
Generally the implementation of village government coordination of village leader in 
carrying out governance in the village is very important so that the achievement of 
overall development targets can be realized. The purpose of this study was to determine 
and analyze the Village Government's Coordination in the Preparing of Work Plans For 
Village Development (RKPDes). This research method was qualitative with descriptive 
data analysis techniques. The results of the study showed that in the process of preparing  
RKPDes in Manumutin Silole Village accordance with government regulations / 
regulations, the reference to the preparation of the RKPDes was the result of village 
deliberations and vertical coordination developed by the village administration of 
Manumutin Silole Village, which was quite good, that all interest groups in the village 
were involved in the process of preparation of RKPDes. There was good horizontal 
coordination between the village government and the Village Consultative Official in the 
preparation of the year 2018 RKPDes and the coordination was in accordance with the 
statutory provisions which the RKPDes that had been determined accordance with the 
Medium Term Plans For Village Development (RPJMDes) which was a collection of 
community aspirations during the village deliberations. 
Keywords: Coordination, Village Government, Work Plans For Village 
Development (RKPDes) 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014  tentang desa, kewenangan 
diserahkan ke desa dari sentralisasi 
(pada jaman pemerintahan orde 
baru) menjadi desentralisasi, esensi 
dari desentralisasi ini melahirkan 
otonomi desa sebagaimana dikenal 
pada masa sekarang ini. Pemerintah 
desa diberikan kemudahan melalui 
bantuan dana desa untuk 
melaksanakan pemerintahan dan 
pembangunan desa sebagai langkah 
konkret upaya pengembangan desa. 
Dibentuknya BPD merupakan hasil 
dari reformasi sebagai upaya dari 
perwujudan demokrasi di tingkat 
desa. BPD mempunyai pengaruh 
yang sangat penting dalam 
pemerintahan desa, yaitu untuk 
menggali, menampung, 
menghimpun dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat. Sehinga BPD di 
tingkat desa menjadi tumpuan 
harapan masyarakat terhadap 
program-program yang akan 
dilaksanakan oleh pemerintah, 
khususnya bagi kesejahteraan 
masyarakat dan pembangunan desa 
itu sendiri. 
Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang petunjuk pelaksanaan UU 
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
menjelaskan beberapa hal antara lain 
yang mengatur tentang ketentuan 
umum desa, kewenangan desa, 
penyelenggaraan pemerintah desa, 
peraturan desa, perencanaan 
pembangunan desa, dan keuangan 
desa. Pemerintah Desa merupakan 
subsistem dari sistem penye-
lenggaraan pemerintah daerah 
sehingga  desa  memiliki  
kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat 
dalam kerangka otonomi desa. 
Selanjutnya, dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
pasal 114 mengenai pembangunan 
desa, dimana salah satu kewenangan 
kepala desa yaitu mengkoordinasi 
pembangunan desa secara 
partisipatif. 
Kepala desa sebagai 
pemimpin formal dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa 
berperan penting dalam menentukan 
keberhasilan pelaksanaan 
pembangunan khususnya di tingkat 
desa. Pelaksanaan fungsi dan peran 
dari pemerintah desa dalam  
pembangunan  tidak terlepas dari 
figur pemimpin Kepala Desa. 
Kedudukan yang strategis dimiliki 
kepala desa sebagai unsur pemimpin 
dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa yang merupakan 
titik sentral dan dinamisator atau 
yang menimbulkan (menjadikan) 
jalannya seluruh kegiatan 
pertumbuhan dan penyelenggaraan 
pemerintahan desa. Kepala Desa 
sebagai koordinator pembangunan di 
tingkat desa. 
Demikian pula dengan 
keterlibatan Badan Permusyawaratan 
Desa dalam pembangunan 
khususnya untuk menyusun rencana 
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pembangunan desa melalui RPJM 
Desa maupun RKP Desa, hal ini 
lebih diperjelas dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 
Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Pembangunan Desa. Pembangunan 
desa akan melibatkan berbagai 
unsur/pihak/komponen, baik sebagai 
objek maupun sebagai subjek. 
Tingkat keterlibatan berbagai 
komponen tersebut akan terbagi ke 
dalam berbagai varian fungsi dan 
peranan. Varian fungsi dan peranan 
tersebut menyebabkan perbedaan 
kepentingan  yang  beragam pula. 
Karena perbedaan itulah, diperlukan 
adanya koordinasi dalam proses 
pembangunan, sehingga diharapkan 
proses pembangunan dapat 
dilaksanakan secara sinergis dan 
harmonis antara komponen- 
komponen yang berbeda tersebut. 
Koordinasi antara Kepala 
Desa dan Badan Perwakilan Desa. 
Pertama, hubungan dominasi artinya 
dalam melaksanakan hubungan 
tersebut pihak pertama menguasai 
pihak kedua. Kedua, hubungan sub 
koordinasi artinya dalam 
melaksanakan hubungan tersebut 
pihak kedua menguasai pihak 
pertama, atau pihak kedua dengan 
sengaja menempatkan diri tunduk 
pada kemauan pihak pertama. 
Ketiga, hubungan kemitraan artinya 
pihak pertama dan kedua setingkat 
dimana mereka bertumpu pada 
kepercayaan, kerjasama dan 
salingmenghargai. 
Kepala Desa dalam 
melaksanakan tugas pembangunan 
dan penyelenggaraan pelayanan 
kepada masyarakat harus benar- 
benar memperhatikan hubungan 
kemitraan kerja dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
itu sendiri. Kemitraan dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
disini berarti bahwa dalam 
melaksanakan tugas pembangunan 
maupun pemberian pelayanan 
kepada masyarakat, semua aparatur 
Pemerintahan Desa, baik itu Kepala 
Desa, Sekretaris Desa, dan Badan 
Perwakilan Desa harus benar-benar 
memahami kapasitas yang menjadi 
kewenangan maupun tugasnya 
masing-masing. Sehingga dalam 
melaksanakan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa semua aparatur 
pemerintah Desa dalam 
hubungannya dapat bersinergi dan 
bermitra dengan baik dan tepat 
dalam meningkatkan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
yang profesional dan akuntabel. 
Sesuai pengamatan Penulis 
masih ditemui adanya keluhan 
masyarakat bahwapembangunan 
yang ada di Desa Manumutin Silole 
masih belum memenuhi harapan 
masyarakat desa yang ditandai 
dengan belum terpenuhinya berbagai 
fasilitas umum. Melalui hasil 
observasi yang dilakukan di Desa 
Manumutin Silole, terdapat beberapa 
masalah seperti kondisi jalan 
lingkungan/dusun dan jalan 
pemukiman yang masih rusak, masih 
kurangnya saluran irigasi, belum 
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adanya nya saluran drainase yang  
memadai, kondisi jembatan 
penghubung antar kampung yang 
masih darurat,  belum adanya  tanah  
untuk  pembangunan gedung/kantor 
pemerintah desa, belum adanya 
gedung/balai/kantor Desa yang 
memadai, belum adanya Gedung 
Pelayanan Kesehatan Desa 
(Puskesdes), kondisi sarana publik 
yang masih rusak, kondisi sarana 
dan parasarana kesehatan dan 
pendidikan yang belum memadai, 
dan masih kurangnya sarana dan 
prasarana air bersih bagi warga desa   
setempat.   Dari   segi 
perekonomian/kesejahteraan 
masyarakat Desa Manumutin Silole 
masih banyak masyarakat yang 
dikategorikan sebagai masyarakat 
kurang produktif (masyarakat 
ekonomi lemah) karena belum 
adanya pmberdayaan masyarakat 
dalam bidang pertanian maupun 
peternakan. 
Secara umum terlihat bahwa 
pelaksanaan fungsi dan peran 
pemerintah desa khususnya kepala 
desa sebagai pemimpin 
penyelenggaraan pemerin-tahan di 
desa dalam proses pencapaian 
sasaran pembangunan untuk 
pemenuhan semua aspek belum 
terwujud secara menyeluruh. Hal ini 
tentunya memerlukan banyak 
perhatian lebih dalam hal 
pembangunan infrastruktur (fisik). 
Berpedoman pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, 
mengenai koordinasi pemerintah 
desa dan badan permusyawaratan 
desa dalam pelaksanaan 
pembangunan seharusnya hal-hal 
teknis menyangkut perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan desa di 
menjadi suatu kendala yang berarti, 
namun pada kenyataan hal ini 
belum dapat  terkoordinasi dengan 
baik, oleh karena itu sebagai upaya 
percepatan pembangunan desa 
dibutuhkan kemampuan pemerintah 
desa dan badan permusyawaratan 
desa dalam mengkoordinasi 
kegiatan pembangunan desa baik 
secara internal maupun eksternal. 
Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui Koordinasi 
Pemerintah Desa Dalam 
Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa (RKPDes) Desa 
Manumutin Silole Kecamatan 




Istilah koordinasi berasal dari 
kata Inggris coordination. Kata 
coordinate terbentuk dari dua kata 
yaitu ‘co’ dan “ordinate” yang 
mempunyai arti mengatur. Dengan 
demikian dalam istilah koordinasi 
sudah terkandung makna 
pengaturan. Koordinasi dan 
hubungan kerja adalah dua 
pengertian yang saling terkait. 
Dengan kata lain koordinasi hanya 
dapat dicapai atau terjalin bila terjadi 
hubungan kerja yang efektif. 
Hubungan kerja adalah bentuk 
komunikasi administrasi yang 
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mendukung tercapainya koordinasi. 
Karena itu dikatakan bahwa hasil 
akhir dari komunikasi (Hasibuan, 
2008:86) 
Secara normatif, koordinasi 




yang spesifik atau berbeda-beda agar 
semuanya terarah pada tujuan 
tertentu. Sedangkan secara 
fungsional, koordinasi dilakukan 
guna untuk mengurangi dampak 
negatif spesialisasi dan 
mengefektifkan pembagian kerja 
(Ndraha, 2011:65). 
Koordinasi dapat 
didefinisikan sebagai proses 
penyepakatan bersama secara 
mengikat berbagai kegiatan atau 
unsur yang berbeda-beda sedemikian 
rupa sehingga disisi yang satu semua 
kegiatan atau unsur itu terarah pada 
pencapaian suatu tujuan yang telah 
ditetapkan dan di sisi lain 
keberhasilan yang satu tidak 
merusak keberhasilan yang lain 
(Ndraha.2011). 
Pendapat lain menyatakan 
bahwa koordinasi adalah 
penyesuaian diri dari masing-masing 
bagian, dan usaha menggerakkan 
serta mengoperasikan bagian-bagian 
pada waktu yang cocok, sehingga 
dengan demikian masing-masing 
bagian dapat memberikan 
sumbangan terbanyak pada keselu-
ruhan hasil (Ndraha. 2011: 66) 
Handoko juga mengatakan 
kegiatan- kegiatan dari satuan 
organisasi berbeda dalam kebutuhan 
integrasi. Kebutuhan akan 
koordinasi tergantung pada sifat dan 
kebutuhan komunikasi dalam 
pelaksanaan tugas dan derajat saling 
ketergantungan bermacam-macam 
satuan pelaksananya. Bila tugas 
tersebut memerlukan aliran 
informasi antar satuan, derajat 
koordinasi yang tinggi adalah paling 
baik. Derajat koordinasi yang tinggi 
ini sangat bermanfaat untuk 
pekerjaan yang tidak rutin dan tidak 
dapat diperkirakan. Faktor- faktor 
lingkungan selalu beubah-rubah 
serta saling ketergantungan adalah 
tinggi. Koodinasi juga sangat 
dibutuhkan bagi organisasi-
organisasi yang menetapkan tujuan 
yang tinggi. 
Untuk melihat kemampuan 
sorang manajer sebagai pimpinan 
(atasan) dalam melakukan 
koordinasi dilihat dari besar kecilnya 
jumlah bawahan yang ada dalam 
tanggungjawabnya, yang dikenal 
sebagai rentang manajemen. 
Koordinasi dibutuhkan sekali oleh 
karyawan tidak mempunyai 
pegangan mana yang harus diikuti, 





tentang koordinasi di atas, Ndraha 
(2011: 6) menyiratkan bahwa 
koordinasi bertujuan untuk: 
a. Menciptakan dan memelihara 
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efektivitas organisasi setinggi 
mungkin melalui sinkronisasi, 
kebersamaan, dan 
kesinambungan, antar berbagai 
kegiatan dependen suatu 
organisasi. 
b. Mencegah konflik dan 
menciptakan efisiensi setinggi-
tingginya setiap kegiatan 
interdependen yang berbeda- 
beda melalui kesepakatan-
kesepakatan yang mengikat 
semua pihak yang bersangkutan. 
c. Menciptakan dan memelihara 
iklim dan sikap saling responsif-
antisipatif di kalangan unit kerja 
interdependen dan independen 
yang berbeda-beda, agar 
keberhasilan unit kerja yang satu 
tidak dirusak oleh unit kerja 
yang lain, melalui jaringan 
informasi dan komunikasi 
efektif. 
Berdasarkan tujuan 
koordinasi dapat ditarik kesimpulan 
bahwa tujuan dilakukannya 
koordinasi oleh Pemerintah Desa 
adalah untuk memaksimalkan proses 
penyusunan RKPDes Desa 
Manumutin Silole. Selain itu 
koordinasi juga dilakukan untuk 
memaksimalkan pelayanan 
masyarakat dan memaksimalkan 
sarana dan prasana yang tersedia 
untuk mencapai tujuanbersama. 
 
Manfaat Koordinasi 
Apabila dalam organisasi 
dilakukan koordinasi secara efektif 
maka adabeberapa manfaat yang 
didapatkan (Handoko, 2003). 
Adapun manfaat koordinasi antara 
lain: 
a. Dengan koordinasi dapat 
dihindarkan perasaan terlepas 
satu sama lain, antara satuan-
satuan organisasi atau antara 
pejabat yang ada dalam 
organisasi. 
b. Menghindari suatu pendapat atau 
perasaan bahwa satuan organisasi 
atau pejabat merupakan yang 
paling penting. 
c. Menghindari kemungkinan 
timbulnya pertentangan antara 
bagian dalam organisasi. 
d. Menghindari terjadinya 
kekosongan pekerjaan terhadap 
suatu aktifitas dalam organisasi. 
e. Menimbulkan kesadaran diantara 




Prinsip koordinasi merupakan 
acuan atau dasar yang harus 
diperhatikan sebelum 
melaksanakan koordinasi.  
Penerapan prinsip koordinasi secara 
tepat dapat mendukung tercapainya 
koordinasi yang efektif. Prinsip-
prinsip koordinasi ada tiga  
(Hardjito, 1997:55) yakni: 
a. Prinsip KesatuanKomando 
b. PrinsipTangga 
c. Prinsip RentangKendali 
Dari penjelasan tentang 
prinsip-prinsip koordinasi di atas 
dapat disimpulkan bahwa pada 
dasarnya yang dimaksud dalam 
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prinisp-prinsip koordinasi adalah 
suatu prinsip yang mengedepankan 
suatu hubungan kerjasama yang 
baik, perencanaan yang baik, serta 
tujuan yang sama dalam 




Pemahaman lain yang 
diberikan oleh ahli mengemukakan 
koordinasi adalah suatu usaha 
manusia dalam pelaksanaan untuk 
mencapai suatu tujuan yang sama 
(Hasibuan, 2008: 88).  
Syarat koordinasi menurut 
beberapa para ahli di atas Penulis 
menyimpulkan bahwa dalam 
mencapai koordinasi yang baik 
dalam proses penyusunan RKPDes 
di Desa Manumutin Silole terdapat 
tiga hal penting syarat yang harus 
dilakukan dalam sebuah organisasi 
yakni: hubungan langsung, 
kerjasama yang baik, dan 
komunikasi yang baik. Sehingga 
apabila seluruh syarat tersebut dapat 
terpenuhi, maka koordinasi 





berpendapat bahwa sifat-sifat 
koordinasi adalah: 
1. Koordinasi bersifat dinamis 
bukanstatis. 
2. Koordinasi menekankan 
Pandangan menyeluruh oleh 
seorang koordinator dalam 
rangka mencapaisasaran. 
3. Koordinasi meninjau suatu 
pekerjaan secarakeseluruhan. 
Metode dan Teknik 
Koordinasi Mengkoordinasikan       
satuan-satuan organisasi dalam 
organisasi diperlukan teknik-teknik 
tertentu. Pemahaman terhadap 
teknik-teknik koordinasi sangat 
diperlukan oleh para koordinator 
atau manajer karena dengan 
mengetahui teknik-teknik koordinasi 
kemungkinan besar akan dapat 
dicapai hasil yang optimal, efisien, 
dan efektif. 
Metode dan Teknik 
Koordinasi menurut Soewarno 
Handayaningrat (1885:124) yaitu: 
1. Koordinasi melalui kewenangan.  
Beberapa       pendapat    
mengatakan bahwa penggunaan 
wewenang adalah salah satu cara 
untuk menjamin terlaksananya 
koordinasi dengan baik.  Hal  
yang demikian itu mungkin 
benar, apabila organisasi tersebut 
bersifat seragam (homogen) atau 
yang disebut integrated type.  
Dalam organisasi itu  koordinasi  
dapat dijalankan secara efektif, 
akan tetapi kenyataan organisasi 
yang betul-betul seragam 
(homogen) seratus persen jarang 
ditemukan. Adapun yang banyak 
ditemukan adalah organisasi 
yang bersifat heterogen, atau 
disebut Holding Company type 
atau federal type, yaitu  suatu 
organisasiyangmempunyai 
keanekaragaman jenis dan 
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fungsi, yang dapat diidentifikasi 
pada struktur organisasinya. 
Dalam organisasi itu perlu 
diusahakan adanya integrasi dari 
seluruh jenis dan fungsi-fungsi 
yang ada, karena setiap jenis dan 
fungsi merupakan sub sistem dari 
seluruh sistem pelaksanaan tugas 
dan pokok organisasi secara 
keseluruhan. 
2. Koordiansi Melalui Konsensus 
a. Konsensus melalui motivasi 
b. Konsensus melalui 
sistemtimbal-balik 
c. Konsensus melalui ide 
3. Koordinasi Melalui Pedoman 
Kerja  
Setiap kebijaksanaan yang telah 
digariskan oleh pimpinan, 
demikian pula wewenang, 
hubungan dan tatakerja serta 
prosedur kerja, dan sebagainya. 
Semua itu merupakan landasan 
atau petunjuk yang harus disusun 
atas dasar manual, agar adanya 
kesatuan gerak dan kesatuan 
tindak, dalam rangka 
melaksanakan kebijaksanaan 
yang telah ditetapkan oleh 
pimpinan. Demikian pula 
kebijaksanaan yang telah 
digariskan, sebaiknya dituangkan 
dalam suatu ketentuan atau 
petunjuk dalam pelaksanaan 
tugas yang sifatnya membaku, 
seperti halnya Standard 
Operating Prosedures (SOP), 
yang disebut prosedur tetap atau 
dalam pelaksanaan proyek 
pembangunan disebut Petunjuk 
Operasional (PO). 
Pedoman kerja atau petunjuk 
kerja (Manual) sebagaimana 
yang disebutkan di atas, 
dijadikan landasan berpijak dan 
bertindak bagi setiap kegiatan, 
sehingga diharapakan dapat 
terselengaranya koordinasi 
dengan cara yang sebaik- 
baiknya. 
Berdasarkan uraian di atas, maka 
manualisasi merupakan satu 
kegiatan yang sudah mendesak 
untuk ditingkatkan 
pelaksanaannya, karena adanya 
berbagai manual kerja, maka 
bukan saja akan meningkatkan 
koordinasi dalam rangka efesien 
kerja dan produktivitas kerja, 
tetapi akan mempermudah 
pelaksanaan fungsi-fungsi 
manajemen lainnya. 
4. Koordinasi Melalui Forum 
Usaha-usaha koordinasi melalui 
forum ialah dengan 
menggunakan suatu wadah 
tertentu (wahana) yang dapat 




kerjasama dalam pemecahan 
suatu masalah dan pengambilan 
suatu keputusan bersama dalam 
pelaksannan tugas bersama, serta 
hal-hal lain yang tidak dapat 
diselesaikan sendiri oleh Instansi 
Pemerintah yang bersangkutan. 
Adapun wahana yang dikenal 
sebagai forum koordinasi ialah: 
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tim kerja, satuan kerja (task 
force), dan bentuk-bentuk 
perwadahan lainnya. Wahana 
koordinasi sebagaimana yang 
disebutkan di atas dapat bersifat 
intern dalam lingkungan suatu 
organisasi, terutama bagi 
masalah-masalah yang tidak 
dapat diselesaikan secara 
fungsional oleh unit-unit kerja 
yang berwenang dan bersifat 
segera untuk diselesaikan. 
Di samping itu terdapat wahana 
koordinasi yang bersifat ekstern, 
yaitu masalah-masalah yang 
tidak dapat diselesaikan sendiri 
oleh unit atau organisasi 
yangbersangkutan. 
5. Koordinasi melalui Konperensi  
Koordinasi melalui konferensi 
diartikan dengan rapat atau 
sidang yang dilakukan baik pada 
tingkat pimpinan (eksekutif) 
maupun pada tingkat pelaksana. 
Rapat atau sidang pada tingkat 
pimpinan penting sekali artinya, 
tidak hanya semata- mata dalam 
pengambilan keputusan terhadap 
masalah yang timbul dalam 
pelaksanaan, akan tetapi 
dipergunakan sebagai sarana 
dalam pengintegrasian seluruh 
fungsi yang ada dalam 
organisasi. Dengan demikian 
dapat tercengah persepsi yang 
berkotak-kotak, tindakan, sikap 
dan perilaku anggota yang 
menjadi pertanyaan siapakah 
yang seharusnya memprakarsai 
konperensi yang demikian itu. 
Tentunya bagi pejabat pimpinan 
atas atau pempinan pelaksana 
yang bertanggung jawab dalam 
penyelesaian pelaksanaan tugas-
tugas umum. 
Berdasarkan beberapa pendapat 
di atas, dapat dipahami bahwa 
teknik koordinasi ini sangat 
penting untuk dapat tercapainya 
koordinasi yang baik, terutama 
koordinasi yang melibatkan 
multistakeholder dalam proses 
penyusunan RKPDes di Desa 
Manumutin Silole, karena 
dengan adanya teknik tersebut 
dapat menjadi acuan bagi 
organisasi untuk mencapai 
pelaksanaan program dan tujuan 
yang jelas menjadi acuan untuk 
bisa menuju kepada koordinasi 
organisasi yang baik. Sehingga 
dengan adanya teknik koordinasi 
tersebut kemudian menjadi hal 
penting bagi multistakeholder 
untuk menjalankan proses 
koordinasinya dengan sebaik-
baiknya agar dapat dicapai hal 
yang menjadi keinginan bersama. 
 
Pemerintah Desa 
Pemerintahan desa memiliki 
peranan signifikan dalam 
pengelolaan proses sosial dalam 
masyarakat. Tugas utama yang harus 
diemban pemerintah desa adalah 
bagaimana menciptakan kehidupan 
demokratik, memberikan pelayanan 
sosial yang baik sehingga dapat 
membawa warganya pada kehidupan 
yang sejahtera, rasa tentram dan 
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Pemerintah desa adalah 
kepala desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat 
desa sebagai  unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. Kepala desa 
selaku kepala pemerintahan desa 
berwenang untuk memimpin 
pemerintahan desa selama enam 6 
(enam) tahun terhitung sejak tanggal 
pelantikan. Kepala desa akan 
dibantu oleh perangkat desa yang 
terdiri dari: sekretaris desa, 
pelaksana kewilayahan, dan 
pelaksana teknis. Perangkat desa 
tersebut diangkat langsung oleh 
kepala desa dari warga desa setelah 
dikonsultasikan kepada Camat atas 
nama Bupati/Walikota. Perangkat 
desa tersebut akan bertugas untuk 
membantu kepala desa dalam 
melasanakan tugas dan 
wewenangnya selama masa jabatan 
kepala desa dan akan 
bertanggungjawab langsung kepada 
kepaladesa. 
Dalam melaksanakan tugas-
tugas Pemerintahan Desa, Kepala 
Desa berhak: 
1) Mengusulkan struktur organisasi 
dan tata kerja pemerintahDesa; 
2) Mengajukan rancangan dan 
menetapkan peraturanDesa 
3) Menerima penghasilan tetap 
setiap bulan, tunjangan dan 
penerimaan lainnya yang sah, 
serta mendapat jaminan kesehatan 
4) Mendapatan perlindungan hukum 
atas kebijakan yang dilaksanakan;  
5) Memberikan mandat pelaksanaan 
tugas dan kewajiban lainnya 
kepada perangkat desa. 
Sebagaimana yang telah 
disebutkan dalam pengertian 
pemerintah desa di atas bahwa, 
kepala desa akan dibantu oleh 
perangkat desa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa. 
Perangkat desa akan bertugas untuk 
membantu kepala desa dalam 
melaksanakan tugas dan 
wewenangnya. 
Koordinasi Pemerintah Desa 
dalam Proses penyusunan RPK Desa 
menurut Malayu S. P. Hasibuan 
(2001:86) koordinasi terdiri dari 2 
tipe yaitu: 
a. Koordinasivertical(vertical 
coordination), adalah kegiatan 
penyatuan, pengarahan yang 
dilakukan oleh atasan terhadap 
kegiatan unit-unit, kesatuan kerja 
yang ada di bawah wewenang dan 
tanggungjawabnya. 
b. Koordinasi horizontal (horizontal 
coordination) adalah 
mengkoordinasikan tindakan-
tindakan atau kegiatan-kegiatan 
penyatuan, pengarahan yang 
dilakukan terhadap kegiatan-
kegiatan dalam tingkat organisasi 
(aparat) yang setingkat. 
Koordinasi dapat dilakukan 
dengan beberapa cara, diantaranya 
adalah: (1) mengadakan pertemuan 
formal antara para pejabat dan unit, 
(2) mengadakan  pertemuan 
informal, (3) membuat edaran 
berantai kepada para pejabat yang 
diperlukan, (4) mengangkat 
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koordinator, (5) membuat buku 
pedoman organisasi, buku pedoman 
tata kerja dan buku pedoman 
kumpulan peraturan, (6)  komunikasi 
dengan berbagai cara yang lain. 
 
METODEPENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan 
metode Penelitian deskritif yang 
didasarkan pada data kualitatif.  
Kualitatif menghasilkan data 
deskriptif berupa ucapan atau 
tulisan yang berlaku pada orang-
oarang yang diamati. Pendekatan 
kualitatif diharapkan menghasilkan 
uraian yang mendalam tentang 
ucapan, tulisan, dan prilaku yang 
dapat diamati dari suatu individu, 
kelompok, masyarakat, dan 
organisasi tertentu yang dikaji dari 
sudut pandang yang utuh, 




Fokus penelitian ini   adalah   
“Koordinasi Pemerintah Desa 
Dalam Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa (RKPDes)”, 
sedangkan sub fokus dalam 
Penelitian ini yakni: 





Informen adalah orang-orang 
yang betul-betul paham atau pelaku 
yang terlibat langsung dengan 
permasalahan penelitian. Informan 
dalam penelitian ini dipilih karena 
paling banyak mengetahui atau 
terlibat langsung dalam urusan 
Koordinasi Pemerintah Desa Dalam 
Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa (RKPDes). 
Pemilihan informan dalam penelitian 
ini dengan cara purposive sampling 
yaitu adalah teknik penarikan sampel 
secara subyektif dengan maksud atau 
tujuan tertentu yang menganggap 
bahwa informan yang dipilih 
tersebut memiliki informasi yang 
diperlukan bagi penelitian yang akan 
dilakukan. Adapun yang menjadi 
informan dan key informan pada 
penelitian iniadalah: 
a. Kepala desa sebagai 
pemerintahdesa 
b. PerangkatDesa 
c. Ketua BPD danaggota 





Dokumen merupakan cara 
pengumpulan data dengan 
menggunakan, catatan, catatan atau 
arsip-arsip yang ada di lokasi 
penelitian dalam penelitian ini 
dokumennya yaitu profil Desa 
Manumutin Silole. 
 
Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data penelitian 
peneliti  menggunakan  sejumlah 
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Teknik Analisis Data 
Peneliti menggunakan 
analisis data yang bersifat analisis 
deskriptif, Analisis data terdapat 







Sesuai dengan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa (RKPDes) Desa 
Manumutin Silole Tahun 2018, 
Pemerintah Desa telah menyusun 
dan menetapkan sejumlah program 
kerja yang ditetapkan dengan 
Peraturan Desa  (Perdes) 
Manumutin Silole No. 02 Tahun 
2018 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Desa Tahun 2018. Di 
dalam RKPDes tersebut telah 
dibahas dan ditetapkan beberapa 
masalah (isu strategis) untuk 
kemudian dilaksanakan yaitu (1) 
Peningkatan kualitas kesehatan, (2) 
Peningkatan kualitas pendidikan, 
(3) Upaya Penanggulangan 
kemiskinan, dan Peningkatan 
Infrastruktur. Sesuai dengan hasil 
Penelitian, proses penyusunan 
RKPDes sesuai dengan prosedur 
atau ketentuan yang berlaku yakni 
adanya koordinasi yang baik selama 
proses penyusunan, baik koordinasi 
vertikal (Kepala Desa bersama 
perangkat) maupun koordinasi 
Horizontal (Kepala Desa dan BPD), 
sesuai dengan yang dibahas berikut 
ini. 
Koordinasi Vertikal 
Koordinasi vertikal adalah 
tindakan- tindakan atau kegiatan-
kegiatan penyatuan, pengarahan 
yang dijalankan oleh atasan 
terhadap kegiatan-kegiatan unit-
unit, kesatuan-kesatuan kerja yang 
ada dibawah wewenang dan 
tanggung jawabnya. Jadi yang 
dimaksudkan dalam koordinasi 
vertikal ini adalah koordinasi antara 
Kepala Desa bersama perangkat 
desa dalam proses penyusunan 
RKPDes. 
Berdasarkan hasil penelitian, 
peneliti menyimpulkan bahwa 
proses penyusunan RKPDes Desa 
Manumutin Silole berjalan sesuai 
ketentuan/peraturan pemerintah 
yakni yang menjadi rujukan 
penyusunan RKPDes adalah hasil 
musyawarah desa dan koordinasi 
vertikal yang dibangun oleh 
pemerintah Desa Manumutin Silole 
juga cukup baik yakni semua 
elemen yang berkepentingkan di 
desa dilibatkan dalam proses 
penyusunan RKPDes. 
Hal ini senada dengan 
pendapat Sutarto mengatakan 
prinsip organsisasi menerangkan 
bahwa pelaksanaan organisasi itu 
efektif apabila semua orang dan 
sumber disinkronkan, 
diseimbangkan dan diberikan 
pengarahan. Sedangkan menurut 
Wursanto mengatakan koordinasi 
adalah kegiatan penyatuan 
kelompok orang secara terarah dan 
teratur untuk menciptakan kesatuan 
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gerak atau tindakan dalam usaha 
pencapaian tujuan organisasi. 
Koordinasi juga merupakan untuk 
mendapatkan sinkronisasi usaha 
yang berpangkal pada waktu dan 
tata urutan pelaksanaan pekerjaan. 
Berdasarkan hasil penelitian 
di atas, maka Penulis 
menyimpulkan bahwa adanya 
koordinasi yang baik antara Kepala 
Desa dan perangkat dalam proses 
penyusunan RKPDes Desa 
Manumutin Silole dan proses 
penyusunan RKPDes dilaksanakan 
sesuai dengan alur maupun tahapan 
penyusunan atau disusun sesuai 
dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, namun 
pelaksanaan RKPDes-nya yang 
tidak sesuai dengan harapan 
masyarakat yakni menyelesaikan 
permasalahan yang 
dirasakan/dialami oleh masyarakat 




Dalam penyusunan Rencana 
Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 
juga perlu adanya koordinasi 
dengan pihak kabupaten melalui 
kecamatan sehingga adanya 
sinkronisasi atau menyelaraskan 
program pembangunan di desa 
dengan program kerja pemerintah 
kabupaten. 
Hal ini sejalan dengan 
pendapat Sutarto yang mengatakan 
koordinasi adalah proses dimana 
pimpinan mengembangkan pola 
yang teratur dari usaha kelompok 
diantara para bawahannya dan 
kepastian kesatuan tindakan dalam 
usaha mencapai tujuan bersama. 
Selanjutnya menurut Fayol dalam 
Syafiie mengatakan koordinasi 
adalah mengikat bersama, 
menyatukan dan menyelaraskan 
semua kegiatan dan usaha. Haimer 
dalam Sutarto koordinasi ada untuk 
menyempurnakan banyak usaha 
agar pencapaian tujuan efektif. 
Koordinasi memungkinkan 
kesatuan usaha mental dan fisik 
dalam bermacam-macam sikap 
karena meciptakan kelebihan usaha 
yang dikoordinasikan pada 
sejumlah individu dari para peserta. 
Menurut Stooner dalam Ni’matin 
mengatakan koordinasi merupakan  
aktifitas  dan  fungsi manajemen 
yangdilakukan untuk mengusahakan 
terjadinya kerja sama yang selaras 
dan tertib mengarah kepada 
tercapainya tujuan koordinasi secara 
menyeluruh, jika koordinasi 
berjalan dengan baik maka tidak 
akan terjadi semerautan, kekacauan, 
tumpang tindih atau kekosongan 
kerja serta unsur-unsurnya terdiri 
dari: Perencanaan, komunikasi, 
pembagian tugas dan pengawasan. 
 
Koordinasi Horizontal 
Koordinasi horizontal adalah 
mengkoordinasikan tindakan-
tindakan atau kegiatan-kegiatan 
penyatuan, pengarahan yang 
dilakukan terhadap kegiatan-
kegiatan dalam tingkat organisasi 
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(aparat) yang setingkat. Koordinasi 
horizontal jugabisadiartikan sebagai 
koordinasi antar badan (instansi); 
unit-unit yang fungsinya berbeda, 
tetapi instansi yang satu dengan 
yang lain saling bergantungan atau 
mempunyai kaitan baik, cara intern 
maupun ekstern yang levelnya 
setaraf. Jadi dalam kaitannya 
dengan penelitian adalah bagaimana 
koordinasi Pemerintahan Desa 
dengan Badan Perwakilan Desa 
(BPD) dalam proses penyusunan 
RKPDes Desa Manumutin Silole 
Tahun 2018. 
Berdasarkan hasil penelitian 
di atas, penulis menyimpulkan 
bahwa selama proses penyusunan 
RKPDes pihak pemerintah desa 
selalu melaksanakan koordinasi 
dengan pihak BPD  karena kedua 
lembaga ini merupakan mitra kerja  
di desa karena rujukan untuk 
menyusun RKPDes adalah 
RPJMDes yang merupakan hasil 
musyawarah desa, oleh karena itu 
keberadaan BPD sangat penting 
dalam proses perencanaan 
pembangunan  di tingkat desa. 
Hal ini sejalan dengan 
pendapat Siagian koordinasi adalah 
pengaturan tata hubungan usaha 
bersam untuk memperoleh kesatuan 
tindakan dalam usaha pencapaian 
tujuan bersama pula. Sementara 
menurut Hasibuan mendefinisikan 
koordinasi adalah kegiatan 
mengarahkan, mengintegrasikan 
dan mengsinkronisasikan unsur-
unsur manajemen (man, money, 
material, machine, methode, 
market) dan pekerjaan para 
bawahan dalam mencapai tujuan 
organisasi. Sedangkan Awaluddin 
mendefiniskan koordinasi adalah 
suatu usaha kerjasama antara badan, 
instansi, unit dalam pelaksanaan 
tugas-tugas tertentu sedemikian 
rupa, sehingga terdapat saling 
mengisi, seling membantu dan 
saling melengkapi. Manager yang 
sukses adalah manager yang dapat 
melakukan koordinasi, integrasi dan 
singkronisasi dengan baik. 
Selanjutnya Handoko 
mengatakan koordinasi adalah 
proses pengintegrasian tujuan-
tujuan dan kegiatan pada satuan 
yang terpisah (departemen atau 
bidang- bidang fungsional) suatu 
organisasi untuk mencapai tujuan 
organisasi secara efesien.Hal ini 
menekankan bahwa tanpa 
koordinasi, individu-individu dan 
departemen-departemen akan 
kehila-ngan pegangan atas peranan 
mereka dalam organisasi. Mereka 
akan mulai mengejar kepentingan 
sendiri, yang sering merugikan 
pencapaian tujuan organisasi secara 
keseluruhan. 
Berdasarkan hasil penelitian, 
peneliti menyimpulkan bahwa 
adanya koordinasi horizontal yang 
baik antara pemerintah desa dengan 
Badan Permusyawaratan Desa 
dalam proses penyusunan RKPDes 
Desa Manumutin Silole Tahun 2018 
dan koordinasi tersebut sudah 
sesuai dengan ketentuan perundang- 
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undangan yang dimana RKPDes 
yang telah ditetapkan sesuai dengan 
RPJMDes yang merupakan 
kumpulan aspirasi masyarakat saat 
pelaksanaan musyawarah desa. 
Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah pasal 200 ayat 1 itu dapat 
dilihat bahwa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan 
Desa ada dua unsur pemerintahan 
penting yang berperan didalamnya, 
yaitu pemerintah desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa. Dalam 
setiap penyelenggaraan 
pemerintahan desa tidak terpisahkan 
dari penyelenggaraan koordinasi 
yang baik antar aparatur desa dalam 
setiap pengambilan suatu 
keputusan. Pemerintahan desa 
merupakan unit terdepan dalam 
pelayanan kepada masyarakat serta 
tombak strategis untuk keber-
hasilan semua program 
pembangunan desa. 
Dalam setiap pengambilan 
keputusan satu pun pemerintah desa 
harus melakukan koordinasi dengan 
Badan Permusyawaratan Desa dan 
selama ini koordinasi yang 
dijalankan sangat baik tidak ada 
kendala misalnya seperti mau 
musyawarah kami dalam 
mengambil kebijakan dengan 
melibatkan semuanya dan langsung 
menghubungi pihak dari Badan 
Permusyawaratan Desa supaya 
selesai. Suatu pembangunan desa 
yang dijalankan oleh pemerintahan 
desa akan tercapai apabila ada suatu 
koordinasi yang baik antar 
pemerintah desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa. 
Dalam pelaksanaan 
pembangunan di Desa terdapat 
item-item proyek yang harus 
dikerjakan secara swakelola dimana 
dikerjakan tanpa pihak ketiga dan 
juga terdapat proyek yang harus 
dikerjakan dengan kerja sama 
antara pihak ketiga dan pemerintah 
yang disesuaikan dengan ukuran 
atau volume proyek yang akan 
dikerjakan artinya adanya hubungan 
timbal balik antara kedua unsure 
tersebut. 
Hal ini sejalan dengan 
pendapat Handoko ada tiga macam 
ketergantungan diantara satuan-
satuan organisasi, yaitu: 
1. Saling ketergantungan yang 
menyatu (pooled 
interdependence), bila satuan- 
satuan organisasi tidak saling 
tergantung satu dengan yanglain 
dalam melaksanakan kegiatan 
harian tetapi tergantung pada 
pelaksanaan kerja setiap satuan 
yang memuaskan untuk hasil 
akhir. 
2. Saling ketergantungan yang 
berurutan (sequential 
interdependence), dimana suatu 
satuan organisasi harus 
melakukan pekerjaannya terlebih 
dahulu sebelum satuan yang lain 
dapat bekerja. 
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hubungan memberi dan menerima 




Sesuai dengan hasil 
pembahasan di atas, maka Penulis 
menyimpulkan bahwa penyusunan 
RKPDes Desa Manumutin Silole 
berjalan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku 
dimana adanya koordinasi yang 
baik antara Kepala Desa dan 
perangkat dalam proses penyusunan 
RKPDes Desa Manumutin 




Sesuai dengan hasil  
pembahasan dan kesimpulan di atas, 
masih saja terdapat beberapa 
masalah di Desa Manumutin Silole 
yang diantaranya masih minimnya 
sarana dan prasarana kesehatan, 
pendidikan, infrastruktur yang 
belum memadai serta kemiskinan, 
oleh karena itu perlu adanya 
perhatian serius mengenai masalah-
masalah tersebut dan pihak 
pemerintah desa harus 
memperhatikan hal-halberikut: 
1) Koordinasi yang baik antara 
pemerintah desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) 
Desa Manumutin Silole perlu 
ditingkatkan dan diterapkan 
untuk semua proses 
pembangunan yang ada di Desa 
Manumutin Silole. 
2) Perlu adanya koordinasi sampai 
pada pelaksanaan pembangunan 
sehingga proses perencanaan 
pembangunan yang telah 
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